KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 47 /KPN.W23-U3/SKN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS @)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI RAHA

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

Menimbang @ Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional tentang
Pempangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM), maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan satuan kerja di
bawah Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan untuk membangun Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM harus melaksanakan langkah-langkah untuk menargetkan tercapainya
tiga sasaran hasil utama yakni Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi; Pemerintah
yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Peningkatan Pelayanan Publik tersebut;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap
Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;

c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485-
1/SEK/KU.01/10/2015 Tentang Penunjukkan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan ¢, maka dipandang
perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi
kompentensi untuk melaksanakan PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS untuk Menuju WBK dan

WBBM di Pengadilan Negeri Raha.

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang AKsi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N
omor 52 Tahun
2014 ter_\tang_Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Ketua 'Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang
;embﬁntukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
awahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI RAHA;

Mencaput Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 32/KPN.W23-U3/SK/1/2024, tanggal 2

Janyan 2024}, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

gag Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri
aha;

Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Raha dengan susunan
anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama adalah :

1. Menyusun rencana kerja pembanguan zona integritas meliputi kebijakan Managemen Perubahan,
Penataan tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayan Publik di Pengadilan Negeri Raha;

2. Membuat pedoman, petunjuk serta langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas;

3. Melaksanakan dan memenuhi kegiatan Permbangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di

dalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di  : Raha
DagFenggal 02 Januari 2025

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;

2. Pegawal yang bersangkutan.




SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI RAHA

LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

NOMOR
TANGGAL

:47/KPN.W23.U3/SK//2025
: 02 JANUARI 2025

Penanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri Raha
Ketua Hakim Pengadilan Negeri Raha
No. ll()ea?:’:q'l;::l Nama Jabatan Keterangan
1. | Koordinator Melby Nurrahman, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda ]
Anggota Wa Ode Siti Isnadani, S H. Plh. Panitera Muda Hukum Kelompok Kerja
Musafati. Panitera Pengganti Manajemen Perubahan
La Ode Abdul Julhia, Pengadiministrasi Hukum (Areal)
Maulvi Hasbi Ashshiddigi PPNPN
2. | Koordinator | Dio Dera Darmawan, S.H. Hakim PratamaMuda
Anggota Mukmin, S.Kom. Kasubag Tl dan Pelaporan Kelompok Kerja Penataan
Yuliati, S.H. Panitera Pengganti Tatalaksana
Rahma Aryani Poetri, AMd Pengelola Perkara (Areall)
Affian Nuari, S.Kom PPNPN
|
3. | Koordinator Afi Conardo, SH, MA, Hakim Pratama Muda | ]
Anggota La Ode Sunia, S.Pd.| Sekretaris xng?\ksﬁgfn
Syamsu Alam Kasubag Kepegawaian & Ortala manajemen SDM
Nur Aena PPNPN (Arealll)
Kiki Hardiyanto Kodawua, S.H. PPNPN
4. | Koordinator Yuri Stiadi, S.H, M.H, Hakim Pratama Muda .
Anggota Hasan Simpa, SH. Kasubag Umum dan Keuangan Pen;:amp:kkulf\z];ﬁtas
Hgsdani, SE. Bendahara Kinerja
Rizky Hendra Budi Prakoso, AMd. Arsiparis Pelaksana (ArealV)
Andi Tri Septian Husaeni, S.H. PPNPN
5. | Koordinator | Mohamad Aulia Syifa, S.PS.H., M.Kn. Hakim Pratama Muda ]
Anggota Yuliati, SH Panitera Muda Pidana Kelompok Kerja
La Ode Kamislihi, S.H. Jurusita Penguatan Pengawasan
La Ode Amana. Pengadministrasi Registrasi Perkara (AreaV)
La Ode Arifuddin. PPNPN
6. | Koordinator Muhammad Akbar Rusli, SH., M.H. Hakim Pratama
Anggota Hasrim, SH. Panitera Kelompok Kerja
Agus Merdekawati, S.H, M.H. Panitera Muda Perdata Penguatan Kualitas
Budi Djuniarto Panitera Pengganti Pelayan Publik
Wa Ode Fitriati, S.Pd. PPNPN (Area V1)
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